mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau
pengurangan Pajak Penghasilan badan atau dis-
ampaikan pemberitahuan secara tertulis menge-
nai penolakan, sampai dengan berlakunya Per-
aturan Menteri ini, pemrosesannya dikecualikan
dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 13C/PMK.011/2011 seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014.

2. Pemrosesan atas usulan sebagaimana dimak-
sud pada angka 1 dan penerbitan keputusan
pemberian fasilitas pembebasan atau pengu-
rangan Pajak Penghasilan badan oleh Menteri
Keuangan didasarkan pada pertimbangan dan
rekomendasi dari komite verifikasi pemberian
fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan badan.

Pasal IH
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

_PENGUWUNAN/PERATURAN PEMERINT

penempatannya dalam Berita Negara Repubiik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 967

(BN)

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI

PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 104/PMK.010/2016,
tanggal 30 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEWANGAN REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan
perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan
Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 ten-
tang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Eko-
nomi Khusus, periu menyusun peraturan pelaksa-
naan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan,
dan cukai pada kawasan Ekonomi Khusus;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai per-
lakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada
Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud

dalam huruf a bersifat khusus untuk Kawasan Eko-
nomi Khusus, yang terpisah dari Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepa-
beanan, dan cukai yang bersifat umum;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Peng-
hitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Menteri
Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur
mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau
pengurangan Pajak Penghasilan badan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
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dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
Berjalan dan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat
(5), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (2},
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2),
Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 86 Peraturan Pemer-
intah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas
dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan
Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umpm Dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 -tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pe-
rubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Ungang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang clan Jasa clan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indbnesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No-
mor 42 Tahun 2009 ten.tang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten.
tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No-
mor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten.tang
Kepabeanan (Lembaran Negara Repubiik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-

i ran Negara Republik Indonesia Nomar 3612) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 ten.tang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755}; )

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekanomi Khusus (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5066};

7. Peraturan Pemerintah Nomar 94 Tahun 2010 ten-
tang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berja-
lan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 No-
mor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5183};

8. Peraturan Pemerintah Nomaor 96 Tahun 2015 ten-
tang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Eko-
nomi Khusus {Lembaran Negara Indonesia Tahun
2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5783};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PER-
LAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Undang-Undang Pajak  Penghasilan adalah
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Ten-
tang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-
an sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaima-
na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya dis-
ingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggara-
kan fLingsi perekonomian dan memperoleh fasili-
tas tertentu.

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di
tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di
tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasion-
al dalam penyelenggaraan KEK.

Administrater KEK adalah bagian dari Dewan
Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna
membantu Dewan Kawasan dalam penyelengga-
raan KEK.

Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum
yvang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha
patungan untuk menyelenggarakan kegiatan
usaha KEK.

Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk
badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha
orang perseorangan yang melakukan kegiatan
usalia di KEK.

10. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau
jasa.
Pengembangan adalah pengembangan perusahaan
atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan,
modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi
dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tu-
juan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas
hasil produksi barang dan/atau jasa.
Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan,
tempat, atas kawasan yang memenuhi per-
syaratan tertentu yang digunakan untuk men-
imbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.
Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta ran-
tai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK
dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.
Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Ke-
giatan Utama di KEK. .
Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh
Badan Usaha dan Pelaku Usaha berupa:
a. peralatan dan perkakas untuk Pembangunan,
perluasan, atau konstruksi;
b. mesin;
c. beralatan pabrik; dan
d. cetakan {(moulding);
termasuk bahan untuk Pembangunan, perluasan,
atau konstruksi, serta suku cadang yang dima-
sukkan tidak bersamaan dengan Barang Modal
yang bersangkutan.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indone-
sia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ru-
ang udara dia asnya serta tempat-tempat tertentu
di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ten-
tang Kepabeanan.
Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya
disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN}, Pajak Penjualan atas Barang Mewah {PPn-
BM), dan/atau Pajak Penkhasilan (PPh) Pasal 22.
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjut-
nya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain
Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Di-
rektorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhin-
va kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Un-
dang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam ja-
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(1

(2)

(3

{4)

batan tertentu untuk melaksanakan tugas. tertentu.

: - BAB I
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN,
KEPABEANAN, DAN CUKAI
Bagian Kesatu

Jenis Fasilitas Dan Syarat Umum Penerima Fasilitas

Pasal 2

Terhadap Badan Usaha serta Pelaku Usaha di

KEK dapat diberikan fasilitas:

a. Pajak Penghasilan;

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertam-
bahan Nilai dan Pajak Penjuaian atas Barang
Mewabh;

c. kepabeanan; dan/atau

d. cukai.

Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan ke-

mudahan di KEK meliputi: i

a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Uta-
ma KEK: dan ,

b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lain-
nya di luar Kegiatan Utama KEK.

Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha
untuk meinbangun dan/atau mengelola KEK
dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

' Kabupaten/Kota atau Kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan
kewenangannya;

b. memiliki perjanjian Pembangunan dan/atau
pengelolaan KEK antara Badan Usaha den-
gan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah
Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan
kewenangannya; dan

¢. membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1} Pelaku Usaha harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;

b. telah mendapatkan izin prinsip penanaman
modal dari Administrator KEK; dan

c. mendayagunakan sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT inventory) yang ters-
ambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(5)

(6)

{1)

(2)

(3)

(4)

Pendayagunaan sistem informasi persediaan ber-
basis komputer (IT inventory) sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) huruf ¢ dibuktikan dengan
penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Pajak Penghasilan
Pasal 3

Kepada Waijib Pajék badan baru yang melakukan
penanaman modal baru denganrencanapenanaman
modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupak-
an Kegiatan Utama di KEK, diberikan fasilitas pen-
gurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka
waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling
lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi/op-
erasi komersial dan telah merealisasikan nilai pena-
naman modal.

Kepada Wajib Pajak badan baru yang melaku-
kan penanaman modal baru dengan rencana
penanaman modal baru paling sedikit sebesar
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Ke-
giatan Utama di KEK diberikan fasilitas penguran-
gan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu
paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15
{lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial
dan telah merealisasikan nilai penanaman maodal.
Kepada Wajib Pajak badan baru yang melaku-
kan penanaman modal baru dengan ren-
cana penanaman modal baru kurang dari

"Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama
di KEK dan berlokasi pada KEK yang ditentukan
oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan -untuk
jangka waktu paling kurang 5 (lima} tahun dan
paling lama 15 (lima belas} tahun sejak produksi/
operasi komersial dan telah merealisasikan nilai
penanaman modal.

Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2), dan ayat (3) diberikan paling rendah 20%
{dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (sera-
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(5)

(6)

(7}

{8}
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tus persen) dari jurrilah Pajak Penghasilan badan

yang terutang.

Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan

dengan persentase yang sama setiap tahun se-
lama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Penanaman modal baru sebagaimana dimaksud

pada ayat {1), ayat (2), dan ayat {3) mencakup

juga perluasan atas penanaman modal baru seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) ayat (2), dan
ayat (3) sepanjang:

a. perhiasan atas penanaman modal baru dilaku-
kan di KEK;

b. bidang usaha perluasan atas penanaman mod-
al baru merupakan Kegiatan Utama di KEK;
dan

¢. nilai rencana perluasan atas penanaman mod-
al baru memenuhi ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Kepada Wajib Pajak badan baru yang melaku-

kan perluasan atas. penanaman modal baru seb-

agaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dart ayat {3) dengan syarat:

a. Wajib Pajak badan baru tersebut telah diberi-
kan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
ayat (2), atau ayat {3} atas penanaman modal
baru;

b. melakukan pembukuan terpisah atas penana-
man modal baru dan perluasan atas penana-
man modal baru; dan

c. menggunakan metode alokasi biaya bersama
(joint cost allocation) yang disetujui oleh Di-
rektorat Jenderal Pajak.

Jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Peng-

hasilan badan bagi Wajib Pajak badan baru yang

melakukan penanaman modal baru dan perluasan
atas penanaman modal baru adalah:

a. paling lama 25 {(dua puluh lima) tahun ter-
hitung sejak produksi/operasi komersial atas
penanaman modal baru dalam hal akumulasi
rencana penanaman modal baru dan rencana
perluasan atas pananaman modal baru lebih dari
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah):

b. paling lama 15 {lima belas) tahun terhitung

(9)

(1

sejak produksi/operasi komersial atas penana-
man maodal baru dalam hal akumulasi rencana
penanaman modal baru dan rencana perlua-
san atas penanaman modal baru sampai den-
gan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah};
¢. paling lama 15 (lima belas) tahun terhitung
sejak produksi/operasi komersial atas penana-
man modal baru dalam hal akumulasi rencana
penanaman modal baru dan rencana perluasan
atas penanaman modal baru sampai dengan
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupi-
ah) serta melakukan penaﬁana'man modal baru
dan perluasan atas penanaman modal baru di
KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasionai.
Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-
lan badan bagi perluasan atas penanaman modal
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi-
kan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan
paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah
Pajak Penghasilan badan yang terutang.

5 Pasal 4

Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengu-

rangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 3 adalah Wajib Pajak badan

yang memenuhi kriteria:

a. merupakan Wajib Pajak baru;

b. melakukan penanaman modal baru atau
melakukan penanaman modal baru dan per-
luasan atas penanaman modal baru:

¢. bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama
di KEK;

d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan an-
tara utang dan modal sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang men-
gatur mengenai penentuan besarnya perbandin-
gan antara utang dan modal perusahaan untuk
keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;

e. menyampaikan surat pernyataan kesanggu-
pan untuk menempatkan dana di perbankan
di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari total rencana penanaman modal,
dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat
dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman
modal; dan

f. harus berstatus sebagai badan hukum Indo- |
nesia yang ‘pengesahannya ditetapkan sejak
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(2)

{3}

(4)

{1)

(2)

{1

atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.
Termasuk Wajib Pajak yang dapat diberikan fasili-
tas pengurangan Pajak Penghasilan badan se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Badan
Usaha dengan syarat:

a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

b. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hanya diberikan atas penanaman modal untuk
pembangunan infrastruktur; dan

c. sebagian atau seluruh pembangunan infra-
struktur sebagaimana dimaksud pada huruf b,
tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Dalam hal Waijib Pajak badan dimiliki langsung oleh

Waijib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak

luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain har-

us memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib

Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap terse-

but -harus memiliki surat keterangan fiskal yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata
cara pemberian surat keterangan fiskal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; atau

b. kepemilikannya terdiri
yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

atas saham-saham

Pasal 5

Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1} huruf ¢ ditetapkan oleh Dewan
Nasional.

Dalam rangka menetapkan Kegiatan Utama se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1), Dewan Na-
sional dapat meminta pertimbangan dari menteri
atau kepala lembaga terkait.

Pasal 6
Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Wajib Pajak menyampaikan permohanan
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

N/PERATURAN PEMERINTAH

(2)

(3)

4)

{5)
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Modal dan disampaikan tembusan kepada Admin-

istrator KEK.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) diajukan sebelum saat mulai berproduksi/

beroperasi secara komersial.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) harus dilampiri dengan:

a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. fotokopi izin prinsip penanaman medal baru
atau izin prinsip perluasan atas penanaman
modal baru, yang dilengkapi dengan rincian-
nya;

c. asli surat pernyataan kesanggupan untuk
menempatkan dana di perbankan di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf e;

d. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak
yang memenuhi ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 ayat (3);

e. fotokopi keputusan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang hu-
kum dan hak asasi manusia mengenai penge-

sahan sebagai badan hukum di Indonesia; dan |

f. surat keterangan dari Administrator KEK bah-
wa Waijib Pajak belum berproduksi/beroperasi
secara komersial atas izin prinsip penanaman
modal baru atau perluasan atas penanaman
modal baru yang diajukan permohonan fasili-
tas pengurangan Pajak Penghasilan badan:

g. surat keterangan dari Administrator KEK bah-
wa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ter-
masuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang
ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penana-

man Modal:

a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
{2); dan

b. melakukan penelitian bahwa bidang usaha
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ termasuk dalam caku-
pan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh De-
wan Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1).

Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana

1
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(1

{2)

(3)

(4)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dimaksud pada ayat (3}, Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal dapat berkoordinasi dengan
menteri atau kepala lembaga terkait, Administra-
tor KEK dan Bewan Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3), terhadap Wajib Pajak yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta memenuhi
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), Kepala Badan Koordinasi Penana-
man Modal dapat mengajukan usulan pemberian
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri foto-
kopi surat permohonan fasilitas pengurangan Pa-
jak Penghasilan badan dari Wajib Pajak, dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan uraian
hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). '

Pasal 7

Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan
menugaskan komite verifikasi pemberian pengu-
rangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu
melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usu-
lan dimaksud,

Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.

Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak

Penghasilan badan menyampaikan hasil pene-

litian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai den-
gan:

a. pertimbangan dan rekomendasi mengenai be-
saran pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
atau ayat (9); dan

b. jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan badan se bagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
atau ayat (8), dalam jangka waktu paling lama
15 {lima belas) hari kerja sejak usulan permo-
honan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan dari Kepala Badan Koordinasi Penana-
man Modal diterima lerigkap.

Rekomendasi mengenai besaran pengurangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat {9) dan jangka
waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3} atau ayat (8)

didasarkan pada hasil penilaian atas uraian pene-

litian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Peng-

hasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan

berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari

komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak .

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4). '

Dalam™ hal Menteri Keuangan menyetujui usulan

pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-

lan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat {(1): :

a. Menteri Keuangan menerbitkan keputusan
mengenai pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan badan; dan

b. Wajib Pajak menempatkan dana di perbank-
an di Indonesia paling sedikit 10% {sepuiuh
persen) dari total rencana penanaman modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf e.

Penempatan dana diperbankan di Indonesia se-
bagaimana dimaksud pada ayat (6} huruf b di-
lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasili-
tas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan
dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulai-
nya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan

untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan

secara tertulis mengenai penolakan tersebut ke-

pada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Ke-
pala Badan Koordinasi Penanaman Modai, Admin-
istrator KEK, dan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan tembusan surat penolakan Men-

teri Kewangan sebagaimana dimaksud pada ayat

{8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mod-

al mengkoordinasikan rapat pembahasan dalam

rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan seb
gaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerin-
tah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan

Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Business Mews BE7727-7-2016




(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 8

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari Kegiatan Utama usaha yang merupakan Keg-
iatan Utama di KEK.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
Waijib Pajak dari kegiatan usaha yang mem-
peroleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemun-
gutan pajak selama periode pemberian fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wa-
jib Pajak selain penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tetap dilakukan pemotongan clan
pemungutan pajak sesuai dehgan ketentuan per-
aturan perundang undangan di bidang perpajakan.

‘ Pasal 9

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat di-

manfaatkan oleh Wajib Pajak, sepanjang me-

menuhi persyaratan;

a. telah berproduksi/beroperasi secara komer-
sial;

b. “pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara
komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan
nilai penanaman modal paling sedikit sebesar
rencana penanaman modalnya; dan

c. bidang usaha penanaman modal sesuai den-
gan rencana bidang usaha penanaman maodal
dan termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama
di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1). .

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Waijib Pajak

yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan

Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dan penetapan dimaksud paling

sedikit berisi mengenai:

a. tanggal saat mulai berproduksi/beroperasi se-
cara komersial sebagai dasar penetapan Ta-
hun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan;

b. penetapan jumlah realisasi penanaman modal
pada saat mulai berproduksi/beroperasi se-
cara komersial; dan

¢. kesesuaian bidang usaha penanaman modal
dengan rencana bidang usaha penanaman

(3)

PEMERINTAH

modal dan masuk dalam cakupan Kegiatan
Utama di KEK.
Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komer-
sial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah:

_ a. untuk bidang usaha industri adalah saat per-

(1

(2)

(3)

tama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/
atau digunakan sendiri untuk proses produksi
lebih lanjut dari Kegiatan Utama usaha yang
mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan; atau

b. untuk bidang usaha selain industri adalah saat
pertama kali diperoleh penghasilan dari Keg-
jatan Utama yang mendapatkan fasilitas pen-
gurangan Pajak Penghasilan badan.

Pasal 10

Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Peng-

hasilan badan sebagaimana dimaksud pada Pasal

9 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur

Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan la-

pangan untuk tujuan lain atas permohonan tertu-

lis Wajib Pajak.

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa

Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak me-

lalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | Huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. fotokopi akta pendirian;

b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan men-
genai pemberian fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan;

c. fotokopi izin prinsip penanaman modal baru
atau izin prinsip perluasan atas penanaman
modal baru yang diterbitkan oleh Administra-
tor KEK;

d. fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh Ad-
ministrator KEK;

e. fotokopi dan softcopy laporan realisasi pena-
naman modal yang telah disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Waijib Pajak terdaf-
tar sampai dengan sebelum disampaikannya
permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
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pada ayat {1);

f. daftar rincian aktiva tetap sesuai dengan real-
isasi penanaman modat:

g. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir
yang telah- diaudit atau laporan keuangan
yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai
Waijib Pajak sampai dengan tahun pajak saat
mulai berproduksi/beroperasi secara komer-
sial dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang
dari 3 (tiga) tahun sebefum mengajukan per-
mohonan;

h. asli surat kuasa khusus, dalam hal permo-
honan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;

i, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
transaksi penjualan hasil produksi/operasi
sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjua-
lan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang
atau pemberian jasa; dan

j- surat keterangan dari Administrator KEK bah-
wa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ ter-
masuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang
ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal § ayat (1).

(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan do-
kumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas
permohonan dimaksud dikembalikan kepada Wajib
Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran | Huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
dan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengaju-
kan kembali permohonan tertulis sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

| (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jen-
deral Pajak memberikan keputusan dalam jangka
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari ker-
ja sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan
pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan

tentang penetapan pemanfaatan fasilitas pengu-
rangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisah-

PERATURAN PEMERINTAY

(1)

[ (2)

(1)

| (2)

‘ (3}

kan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 i

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan

Menteri Keuangan mengenai. pemberian fasili tas

pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib me-

nyampaikan laporan secara berkala kepada Direk-
tur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayan-
an Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan ketua
komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan

Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal seb-

agai berikut:

a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan
di perbankan di Indonesia sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 ayat {1) huruf e;

b. laporan realisasi penanaman modal yvang telah
diaudit; dan

c. laporan realisasi kegiatan produksi/operasi se-
lama masa fasilitas.

Selain kewajiban penyampaian laporan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak

yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan juga wajib memenuhi per-

mintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberi-

kan data transaksi perusahaan yang memiliki

hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam |

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Peng-
hasilan.

Pasal 13

Laporan penggunaan dana sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12 ayat (1} huruf a wajib dis-
ampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat
ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasili-
tas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai
dengan triwulan dana digunakan seluruhnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lampiri dengan fotokopi rekening koran bulanan
atas dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |

disampaikan sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Huruf A yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 14

| (1). Laporan realisasi penanaman modal yang telah |
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diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf b wajib disampaikan secara tahu- |

nan sejak Tahun Pajak saat ditetapkan keputusan
mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan sarhpai dengan Tahun Pajak
saat ditetapkannya keputusan penetapan peman-
faatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan.

.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Huruf B yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 15

Selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wajib Pajak
wajib menyampaikan laporan realisasi penana-
man modal secara triwulanan.

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) disampaikan sejak triwulan saat pena-
naman modal mulai direalisasikan sampai dengan
triwulan saat ditetapkannya keputusan peneta-

pan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak :

Penghasilan badan,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Huruf B yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 16

Laporan realisasi kegiatan produksi/operasi seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hur-
uf ¢ wajib disampaikan secara triwulanan sejak
periode triwulan saat ditetapkannya keputusan
penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakh-
irnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan badan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disampaikan sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran |l Huruf C yang meru- :
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan |

Menteri ini.

Pasal 17
Laporan penggunaan dana sebagaimana dimak-

(2)

{3)

(4}

(1)

sud dalam Pasal 13 ayat (1), laporan realisasi
penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal
15 ayat (1), dan laporan realisasi produksi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya setelah berakhirnya periode tri-
wulanan bersangkutan.

Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan
paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun
Pajak.

Dalam hal keputusan penetapan pemanfaatan
Jasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
ditetapkan pada bagian tahun berjalan, laparan
realisasi penanaman modal sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 14 ayat {1} disampaikan paling
lama 4 {empat) bulan setelah bulan saat ditetap-
kannya keputusan penetapan pemanfaatan fasili-
tas pengurangan Pajak Penghasilan badan..
Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sab-
tu atau hari libur nasional atau hari cuti bersa-
ma yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasili-

tas pengurangari Pajak Penghasilan badan dila-

rang untuk:

a. mengimpor atau membeli barang modal bekas
yang direlokasi dari negara atau perusahaan
lain dalam rangka realisasi penanaman modal
yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pa-
jak Penghasilan badan;

b. melakukan Kegiatan Utama usaha yang tidak
sesuai dengan rencana bidang usaha pena-
naman modal selama jangka waktu peman-
faatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-
lan badan;

¢c. melakukan pemindahtanganan aset dan/
atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang
mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan selama jangka waktu
pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan;

d. melakukan relokasi penanaman modal ke luar
KEK atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak
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(2)

{3)

{4}

(1)

dimulainya dan sampai derigan 5 (lima) Tahun
Pajak sejak berakhirnya jangka waktu peman-
faatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-
lan badan; dan/atau ’

€. mengubah metode pembukuan dan/atau
metode alokasi biaya bersama (joint cost al-
location) untuk menggeser laba atau rugi
dari periode pemanfaatan fasilitas pengu-
rangan Pajak Penghasilan badan ke periocde

setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode’

pengakuan penghasilan dan/atau biaya,
dan metode penghitungan depresiasi dan/
atau persediaan, sejak Tahun Pajak dimulai-
nya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pa-
jak Penghasilan badan dan sampai dengan 5
(lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka
waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pa-
jak Penghasilan badan. .

Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak |

melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai

satu paket penanaman modal,

Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) huruf ¢, dalam hal Waijib Pajak:

a. melakukan pemindahtanganan aset dan meng-
gantinya dengan aset lain yang lebih produk-
tif; ‘

b. melakukan pengalihan kepemilikan kepada
Wajib Pajak yang tefah mendapatkan surat
keterangan fiskal; atau

c. melakukan pengalihan kepemilikan melalui
mekanisme listing di bursa saham {go public).

Dalam hal Wajib Pajak melakukan relokasi se-

cara keseluruhan sebagai satu paket penanaman

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Di-

rektur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk

melakukan penetapan nilai pabean atas barang
modal yang direlokasi.

Pasal 19

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut,

dalam hal Wajib Pajak:

a. tidak memenuhi kriteria dan persyaratan seb-
agai bidang usaha beserta rantai produksinya
yang merupakan Kegiatan Utama di KEK;

b. pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara
komersial, nilai realisasi penanaman maodal
kurang dari rencana penanaman modal;

c. tidak menempatkan dana di perbankan di In-
donesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

(2)

(3)

(1)

ayat (1) huruf e dan/atau dana tersebut ditarik
sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisa-
si penanaman modal;

d. tidak memenuhi ketentuan penyampaian lapo- L

ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) dan ketentuan ‘mengenai pemenu-
han permintaan Direktur Jenderal Pajak un-
tuk memberikan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2);

e. melakukan pelanggaran ketentuan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 18;

f. tidak mengajukan permohonan kesepakatan
harga transfer {advance pricing agreement)
untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor
yang melakukan transaksi dengan pihak-pi-
hak yang memiliki hubungan istimewa seb-
agaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur merigenai tata cara
pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan
harga transfer {advance pricing agreement);
dan/atau

g. berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgu- |

nakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-

lan badan dalam rangka penghindaran atau

pengelakan pajak, antara lain melakukan prak-
tik transaksi hubungan istimewa yang tidak
sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelazi-
man usaha atau bentuk penyalahgunaan lain-
nya.

Pencabutan fasilitas pengurangan Pajak Penghas-

ilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri Keuangan:

a. setelah mendapat rekomendasi dari komite
verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pa-
jak Penghasilan badan; atau

b. berdasarkan usulan dari Dewan Nasional atau
Direktur Jenderal Pajak kepada komite veri-
fikasi pemberian fasilitas pengurangan. Pajak
Penghasilan badan,

Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pen-

gurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana |

dimaksud pada ayat (1), wajib membayar kembali

Pajak Penghasilan yang telah dikurangkan clan

dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan di bidang perpajakan, serta tidak
dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan.

Pasal 20
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengu-
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(2)

(3)

rangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, harus diselenggarakan

pembukuan secara terpisah dari pembukuan atas
penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Penghasilan yang diterima selain dari Kegiatan

Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas

pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah:

a. keuntungan karena penjualan atau karena
pengalihan harta (capital gain) selain dari
produk yang dihasilkan Wajib Pajak dari ke-
giatan utama usaha sebagaimana tercantum
dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Waijib
Pajak;

b. penerimaan kembali pembayaran pajak yang
telah dibebankan sebagai biaya dan pem-
bayaran tambahan pengembalian pajak;

¢. bunga termasuk premium, diskonto, dan im-
balan karena jaminan pengembalian u tang;

d. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa-
pun, termasuk dividen dari perusahaan asur-
ansi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi;
royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

f. sewa dan penghasilan lain sehubungan den-
gan penggunaan harta;

g. keuntungan karena pembebasan utang, ke-
cuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

h. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

i. tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
atau

j. imbalan bunga sebagalmana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai ke-
tentuan umum dan tata cara perpajakan.

Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam

rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena

Pajak yang timbul dari:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wa-
jib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengu-
rangan Pajak Penghasilan badan;

b. penghasilan yang diterima atau dipercleh Wa-

jib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas .

pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
c. penghasilan dari perluasan atas penanaman

modal yang mendapatkan fasilitas penguran-

gan Pajak Penghasilan badan,
pembebanannya dilakukan dengan menggunakan

metode alokasi biaya bersama (joint allocation |

cost) yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

{1)

(2)

Pasal 21

Kepada Wajib Pajak badan dalam negen yang
berkedudukan di KEK yang metakukan Penana-
man Modal baik Penanaman Modal baru maupun
perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Uta-
ma di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau

b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lain-
nya di luar Kegiatan Utama KEK, diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1} meliputi:

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman
Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk
tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok,
dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-
masung sebesar 5% (lima persen) per tahun
yang dihitung sejak saat mulai berproduksi/
beroperasi secara-komersial;

b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap
berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas
aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka Penanaman Modal baru dan/atau per-
juasan usaha yang digunakan untuk kegiatan
pokok, dengan masa mantaat dan tarif penyu-
sutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai
berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas
aktiva berwujud:

Tarif Penyusutan
KelompokAktiva Masa Berdasarkan Metocle
Tetap Berwujud Manfaat Garis Saldo
Menjadi Lurus Menurun
| Bukan ==
Bangunan
I 100%
Kelompok ! 2 tahun 50% {dihehankan
sekaligus)
Kelompok |l 4 tahun 25% 50%
Kelompok Il 8 tahun | 12,5% 25%h
Kelompok IV 10 tahun | 10% 20%
Il | Bangunan: I |
i Permanen 10 tahun 10%
| Tidak 5tahun | 20%
Permanen
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2. untuk amortisasi yang dipercepat atas ak-
tiva tak berwujud:

Tarif Amaortisasi
Kelompok Masa Berdasarkan Metode
Aktiva Tak Manfaat | Garis | Saldo
Berwujud Menjadi Lurus Menurun
Kelompok | 2 tahun 50% 100%
(dihebankan
sakaligus)
| Kelompok 1l 4 tahun 25% 50% |
Kelompok Ii! 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV 10 tahum 10% 20%

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia
sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang
lebih rendah menurut perjanjian penghindaran
pajak berganda yang berlaku; dan

d. kompensasi kerugian yang lebih lama darj 5
{lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 {sepu-
luh) tahun, dengan ketentuan sebagai barikut:

1. tambahan
1 (satu) tahun

2. tambahan 1
{satu) tahun
atau 2 (dua)
tahun:

3. tambahan 1
(satu) tahun:

: apabila melakukan

Penanaman Modal
dengah nilai lebih dari
Rp 200.000.000.000,
00 (dua ratus miliar ru-
piah);

! a) tambahan 1 (satu)

tahun apabila mem-
pekerjakan sekurang-
kurangnya 500 (lima
ratus) orang tenaga
kerja Indonesia selama
5 {lima) tahun bertu-
rut-turut; atau

b} tambahan 2 (dua)
tahun apabila mem-
pekerjakan sekurang-
kurangnya 1000
(seribu) orang tenaga
kerja Indonesia selama
5 (lima) tahun bertu-
rut-turut;

: apabila penanaman
modal. baru memer-
lukan  investasi/pen-
geluaran untuk infra-
struktur ekonomi dan
sosial di lokasi usaha

4. tam bahari 2

‘ (dua) tahun:

| 5. tambahan 1

(satu) tahun:

6. tambahan2
| {dua) tahun:

7. tambahan 2
(dua) tahun:

paling sedikit sebesar
Rp 10.000.000. 000,
00 (sepuluh miliar ru-
piah);

: apabila mengeluarkan

biaya penelitian |
dan pengemban-
gan di dalam negen
dalam rangka produk
pengembangan atau
efisiensi produksi pal-
ing sedikit 5% (lima

persen) dari jumlah
Penanaman Modal
dalam jangka waktu 5
(lima) tahun;

apabila bahan

menggunakan baku
dan/atau  komponen

hasil produksi dalam |
negen paling sedikit
70%  (tujuh  puluh
persen) sejak tahun
ke-4 (keempat):

: apabila Penanaman

Modal berupa perlua-
san dari usaha yang
telah ada di KEK se-
bagian sumber pem-
biayaannya berasal
dari laba setelah pa-
jak (earning after tax)
Waijib Pajak pada satu
Tahun Pajak sebelum |
tahun diterbitkannya
izin prinsip perluasan
Penanaman Modal;
dan/atau

: apabila melakukan

ekspor paling sedikit
30% (tiga puluh pers-
en) dari nilai total pen-
jualan.

| (3) Aktiva yang digunakan untuk kegiatan pokok se-

, bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
| huruf b merup?kan aktiva yang digunakan dalam |
[ proses produksi cakupan produk yang tercantum
;. dalam izin prinsip penanaman modal baru atau
| perluasan dari usaha yang telah ada termasuk ak-
| tiva sebagai penunjang utama yang terkait lang-




{1

L 12)

(1)

(2}

(3)

- sung dengan proses produksi dimaksud.

Pasal 22
Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dibebankan |
sejak tahun pajak saat mulai berproduksi/berop-

erasi secara komersial.

Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar
5% (lima persen} per tahun dikalikan jumlah Pen-
anaman Modal yang ditetapkan berdasarkan hasil
pemeriksaan lapangan.

Pasal 23
Penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hur-
uf b, dimulai sejak bulan berlakunya keputusan
persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasi-
lan. ‘ f
Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap ber-
wujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud
untuk bulan sebelum berlakunya keputusan per-
setujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan,
dilakukan sesuai ketentuan mengenai penyusutan
dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal
11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Peng-
hasilan. ‘
Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keten-
tuan sebagai berikut:

a. kelompck aktiva tetap berwujud sebagaimana |
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b |

ahgka 1} dan kelompok aktiva tak berwujud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf b angka 2) adalah sesuai ketentu-
an mengenai penyusutan dan amortisasi se-
bagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal
11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat
adalah: :

1. harga perolehan aktiva bagi Waijib Pajak

yang menggunakan metode penyusutan
garis lurus;

2. nilai sisa buku aktiva bagi Waijib Pajak yang |

menggunakan metode penyusutan saldo
menurun.
c. tarif penyusutan yahg dipercepat atas ak-

(4)

(1)

(2)

(1

tiva berwujud adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1) dan
tarif amortisasi yang dipercepat adalah seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {2}
huruf b angka 2).

d. masa manfaat dipercepat aktiva adalah seten-
gah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan
ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1
(satu} bulan penuh.

Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan

aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva

tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru di-

maksud.

Pasal 24

Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf a dilarang digunakan se-
lain untuk .tujuan pemberian fasilitas Pajak Peng-
hasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh ak-
tiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva
tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu
yang lebih lama antara:
a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai

berproduksi/beroperasi secara komersial; atau
b. masa manfaat aktiva sesuai dengan keten-

tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) huruf b angka 1.
Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapat-
kan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 21 ayat (2} huruf b dilarang
digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas
Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau
seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali di-
ganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum
berakhirnya. masa manfaat aktiva tak berwujud
dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka
2.

Pasal 25

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak- '

sud dalam Pasal 21 ayat {2) huruf c dapat diman-
faatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan
pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan bera-
khir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi
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ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1).

Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan
produk/jasa yang diberikan fasilitas Pajak Peng-
hasilan Juga menghasilkan produk/jasa yang ti-
dak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, besaran
dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasi-
lan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2)
huruf ¢ adalah sebesar persentase total nilai pen-
jualan produk/jasa yang mendapat fasilitas Pajak
Penghasilan terhadap total nilai penjualan seluruh

“produk/jasa pada tahun pajak sebelum deviden

dibagikan.

Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan
usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf ¢ sebanding dengan
persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha
terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang di-
peroleh sebelum perluasan usaha ditambah den-
gan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada
waktu selesainya perluasan usaha.

Pasal 26
Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 21 ayat {2) huruf d dapat diman-
faatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan
pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan Wajib
Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka
1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6
dan/atau angka 7.
Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian
atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sehingga Wa-
jib Pajak dimaksud dapat mempercleh tambahan
jangka waktu kompensasi kerugian yang melebihi
dari 5 (lima) tahun, besarnya tambahan jangka
waktu kompensasi kerugian yang diberikan
adalah paling lama untuk jangka waktu 5 {lima)
tahun.
Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan
sebagaimana dimﬁaksud pada ayat (1), Wajib Pa-
jak harus mengajukan permohonan tertulis kepa-
da Direktur Jenderal Pajak.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak setelah
melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan

(6)

keputusan tentang penambahan jangka waktu
fasilitas kompensasi kerugian sesuai dengan for-
mat sebagaimana tercantum daiam Lampiran !
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri iri.

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada |

ayat (3) dan keputusan tentang penambahan

jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian seb-

agaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Il huruf B yang merupakan bagian tidak terpisah-

kan dari Peraturan Menteri ini.

Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keten-

tuan sebagai berikut:

a. Ketentuan tambahan 1 {satu) tahun seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf d angka 1 berlaku untuk kerugian selu-
ruh tahun pajak sepanjang melakukan Pena-
naman Modal baru dengan ‘nilai lebih dari
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar ru-
piah) dan berakhir saat Wajib Pajak tidak lagi
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1).

b. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun atau 2
{dua} tahun seb.agaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 2 berlaku se- |

bagai berikut:

1. tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk

. kerugian pada tahun pajak setelah Wajib
Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya

500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indo--

nesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

2. tambahan 2 (dua} tahun berlaku untuk
kerugian pada tahun pajak setelah Wajib
Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya
1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia
selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

3. tenaga kerja Indonesia sebagaimana di-
maksud dalam angka 1 dan angka 2 adalah
tenaga kerj a yang berkewarganegaraan In-
donesia clan tercantum dalam Surat Pem-
beritahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wa-
jib Pajak.

c. Ketentuan tambahan 1 (satu} tahun seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat (2)
huruf d angka 3 berlaku untuk kerugian ta-
hun pajak dicapainya pengeluaran untuk infra-
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. Ketentuan tambahan 2

. Ketentuan tambahari 1

struktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha
paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

{dua) tahun seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) hurut d angka 4 berlaku untuk kerugian
tahun pajak saat dicapainya pengeluaran bi-
aya penelitian dan pengembangan di dalam
negeri dalam rangka pengembangan produk
atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima
persen) dari jumlah realisasi Penanaman Mod-
al, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

{satu) tahun seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf d angka 5 berlaku:

1. terhitung sejak tahun pajak ke 4 (empat)

setelah Wajib Pajak memperoleh izin Pena- |
naman Modal atau izin perluasan Pehana- |

man Maodal dan Wajib Pajak bersangkutan
menggunakan bahan baku dan/atau kom-
ponen hasil produksi dalam negeri paling
sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan

2. pada tahun pajak sebelum tahun pajak ke
4 {(empat) setelah Wajib Pajak memperoleh
izin Penanaman Modal atau izin perluasan
Penanaman Modal bersangkutan dan Wa-
jib Pajak menggunakan bahan baku dan/
atau komponen hasil produksi dalam neg-
eri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf d angka 6 berlaku sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang dapat diberikan fasili-
tas tambahan kompensasi kerugian seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf d angka 6 adalah Wajib Pajak
yang memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 21 ayat (1); .

2. sumber pembiayaan perluasan Penanaman
Modal berasal dari laba setelah pajak (earn-
ing {after tax) Wajib Pajak pada satu tahun

pajak sebelum tahun diterbitkannya izin |

prinsip perluasan Penanaman Modal;

3. kerugian yang dapat diberikan fasilitas |

tambahan jangka waktu kompensasi keru-
gian selama 2 (dua) tahun adalah keru-
gian fiskal pada tahun pajak saat mulai
berproduksi/beroperasi secara komersial

PENGUMUMAN, PERATURAN PEMERINTAH

{7)

{8}

atas Penanaman Modal berupa perluasan-
usaha dari usaha yang telah ada; dan

4. besarnya kerugian fiskat sebagaimana di-
maksud pada angka 3 dihitung berdasar-
kan proporsi laba setelah pajak yang dita-
namkan kembali dalam perluasan usaha
terhadap nilai sisa buku seluruh aktiva
tetap pada akhir tahun pajak saat dimulai-
nya berproduksi/beroperasi komersial seb-
agaimana dimaksud pada angka 3.

g. Ketentuan ‘tambahan 2 (dua) tahun seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {2)
huruf d angka 7 berlaku untuk tahun pajak
dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari nilai total penjualan.

Waijib Pajak yang melakukan pembukuan secara

terpisah atas Penanaman Modal yang mendapat-

kan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, penghi-
tungan besarnya kerugian yang mendapat fasili-
tas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, ang-

ka 5, dan/atau angka 7 sesuai dengan penghitun-
gan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas

Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas

Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan.

Dalam ha! Wajib Pajak tidak melakukan pem-

bukuan secara terpisah atas Penanaman Modal

yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan
dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Peng-
hasilan, besarnya kerugian yang mendapat fasili-
tas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2)

huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, ang-

ka 5, dan/atau angka 7 dihitung dengan cara se
bagai berikut:

KME L) S-ALr BV x TK
(BVTF + BVMF)

BVMF = (BVTF +BVMF)

KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas
Pajak Penghasilan

BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap

yang frtendapatkan fasilitas pada
akhir tahun pajak terjadinya keru-
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(9)

TK

gian \

Total nilai buku fiskal aktiva tetap
yang tidak mendapatkan fasilitas
pada akhir tahun pajak terjadinya
kerugian

Total kerugian

Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tam-
bahan jangka waktu kompensasi kerugian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf d angka: 6 dihitung dengan cara sebagai
berikut:

o)
<
—
il
i

KMF = el — xTK
BVAT :

BVAT = BVMF + BVTF

KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pa-
jak Penghasilan ]

EAT = Laba setelah pajak yang ditanamkan
kembali dalam perluasan usaha

BVAT = Total nilai buku fiskal seluruh aktiva
tetap

BVMF = Total nifai buku fiskal aktiva tetap
yang mendapatkan fasilitas pada akhir
tahun pajak terj adinya kerugian

BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang
tidak mendapatkan fasilitas pada akhir
tahun pajak terjadinya kerugian

TK = Total kerugian. tahun pajak saat muiai

berproduksi/beroperasi secara komer-
sial

Pasal 27
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pa-

jak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat {2) diajukan oleh Waijib Pajak kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan
tembusan kepada Administrator KEK dan pengajuan-
nya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi/berop-
erasi secara komersial.

{1)

Pasal 28
Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana di-
maksud dalam Fl’asal 27, dilakukan pembahasan
dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan

dapat tidaknya permohonan dimaksud diusulkan ..

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
kepada Menteri Keuangan.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(2)

{1

{2)

Direktur Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuan-
gan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, dan/ |
atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dalam
rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 29

Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan
setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat'(1) dis-
ampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Di-
rektur Jenderal Pajak dengan ditampiri dokumen
berupa:

. a. fotokopi surat permohonan Waijib Pajak kepa-

(1)

da Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mod-
al dan bukti tanda terima surat permohonan
Waijib Pajak dimaksud;

b. -izin prinsip Penanaman Modal dari Administra-
tor KEK;

¢. rincian aktiva tetap beserta layout penempa-
tan aktiva;

d. surat keterangan dari Administrator KEK bah-
wa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam
Kegiatan Lainnya di KEK atau bahwa bidang
usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan
Utama di KEK dan Wajib Pajak tidak mengaju-
kan permohonan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3; |

e. surat keterangan dari Administrator KEK bah-
wa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasi
secara komersial; dan

f. berita acara hasil pembahasan dalam rapat |
yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30
Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuan- .
gan menerbitkan keputusan persetujuan atau
penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasi-
lan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
{2) setelah mendapat rekomendasi dari Staf Ahii
Menteri Keuangan ‘Bidang Kebijakan Penerimaan
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(3)

4)

(5)

{6}

(1)

Negara.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) disampaikan secara tertulis oleh Staf Ahli

Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan

Negara kepada Direktur Jenderal Pajak setelah di-

lakukan rapat yang dikoordinasikan oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana di-

maksud dafam Pasal 28 ayat (1).

Keputusan persetujuan atau penolakan pembe-

rian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) mendasarkan pada doku-

men-dokumen, berupa: -

a. rekomendasi tertulis Staf Ahli Menteri Keuan-
gan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1}; dan

b. usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasi-
lan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan lampiran dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2}).

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2) harus tersedia lengkap pada saat rapat

yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasf

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) dan saat disampaikan kepada

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Keputusan persetujuan atau penolakan pembe-

rian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana di-

maksud pada ayat {1) diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhi-
tung sejak usulan dari Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal diterima {engkap oleh Direktur

Jenderal Pajak. '

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Saat mulai berproduksi/beroperast secara komer-

sial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) adalah: :

a. untuk bidang usaha industri adalah saat per-
tama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/
atau digunakan sendiri untuk proses produksi
lebih lanjut; atau )

b. untuk bidang usaha selain industri adalah saat
pertama kali diperoleh penghasilan dari keg-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

iatan utama yang mendapatkan fasilitas pen-
gurangan Pajak Penghasilan badan.

Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komer-

sial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap-

kan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ha-
sil pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud

ayat {2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak

menerima permohonan tertulis dari Wajib Pajak
secara lengkap atau berdasarkan penelitian ter-
hadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Peng-
hasilan badan Wajib Pajak diketahui Wajib Pajak
telah mulai berproduksi/beroperasi secara komer-

sial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan tertulis

pada ayat {3) diajukan Wajib Pajak kepada Direk-

tur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan
dan Penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya
produksi/operasi secara komgrsial sebagaimana

dimaksud pada ayat {1).

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diajukan dengan menggunakan formu-

lir sesuai farmat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Huruf A yang- merupakan bagian ti-

dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang

paling sedikit dilampiri dengan:

a. fotokopi keputusan persetujuan pemberian
fasilitas Pajak Penghasilan;

b. fotokopi izin Penanaman Modal atau izin per-
luasan Penanaman Modal yang menjadi dasar
penerbitan keputusan persetujuan pemberian
fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha
tetapnya;

c. fotokopi dan softcopy atas rincian dan je-
nis aktiva tetap pada saat pengajuan permo-
honan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan
dan pada saat Wajib Pajak mulai berproduksi/
beroperasi secara komersial sebagaimana di-
maksud pada ayat (1}; dan

d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
transaksi penjualan hasil produksi atau pem-
berian jasa ke pasaran pertama kali, atau

sebagaimana dimaksud

pertama kali digunakan sendiri untuk proses
produksi lebih lanjut.
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi kegiatan:
a. penentuan mengenai saat Wajib Pajak per-
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tama kali melakukan penjualan hasil produk-

si atau pemberian jasa ke pasaran dan/atau

menggunakan sendiri untuk proses produksi
lebih lanjut;

b. penghitungan jumiah Penanaman Modal
yang digunakan sebagai dasar penghitungan
fasilitas pengurangan penghasilan neto seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
 huruf a, yaitu:

1. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam
hal realisasi Penanaman Modal kurang dari
atau sama dengan rencana Penanaman
Modai; atau

2. sebesar rencana Penanaman Modal, dalam
hal realisasi lebih besar dari rencana Pena-
naman Modal.

c. pengujian kesesuaian penjualan hasil produksi
ke pasaran dengan bidang usaha sebagairha-
na dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1} dan per-
syaratan lainnya dalam lampiran keputusan
persetujuan pemberian fasilitas Pajak Peng-
hasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasat
30 ayat (1).

Pasal 32

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu pal-

ing lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak

saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

atau pegawai dari Wajib Pajak harus menerbitkan

keputusan yang berisi mengenai:

a. saat mulai berproduksi/beroperasi secara
komersial; i

b. penetapan jumlah Penanaman Modal yang di-
gunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas
pengurangan penghasilan neto sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2} huruf a:
dan

c. kesesuaian antara penjualan hasil procluksi ke
pasaran dengan bidang usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1} dan per-
syaratan lainnya dalam lampiran keputusan
persetujuan pemberian fasilitas Pajak Peng-
hasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan formulir sesuai dengan format se-

(1)

(2}

(1)

bagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf
B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menter] ini.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapan-

gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat |

{6) terdapat ketidaksesuaian antara penjualan

hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

dan/atau persyaratan lainnya dalam lampiran

keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1), permohonan penetapan saat mulai

berproduksi/beroperasi secara komersial ditolak,

dan keputusan persetujuan pemberian fasilitas di-

cabut, serta kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perunclang-undangan.

Keputusan pencabutan pemberian fasilitas seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 34 .

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan

persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),

wajib : ‘

a. menyampaikan laporan realisasi penanaman
modal sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vil Huruf A yang |
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini;

b. menyampaikan laporan realisasi kegiatan
produksi/operasi sesuai dengan format seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran VIl Hur-
uf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

c. menyampaikan laporan rincian aktiva tetap
yang digunakan untuk tujuan selain yang di-
berikan fasilitas Pajak Penghasilan, rincian
pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap
yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasi-
lan, dan rincian aktiva tetap yang dialihkan
yang diganti dengan aktiva tetap yang baru
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sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIl Huruf C yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini;

d. melampirkan laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit oleh akuntan publik pada saat
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan; dan

e. menyelenggarakan pembukuan secara ter-
pisah atas aktiva tetap yang mendapatkan
fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas
Pajak Penghasilan; i

(2) Laporan realisasi penanaman modal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan
ke\pada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja setelah akhir semester yang bersangkutan
dalam periode sejak diterbitkannya keputusan
persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasi-
lan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat
mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.

{3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ disampaikan kepada Direk--
tur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester pal-
ing lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir
semester yang bersangkutan dalam periode sejak
diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/
beroperasi secara komersial sampai dengan bera-
khirnya masa manfaat aktiva secara fiskal.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan lapo-
ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
menyampaikan laporan namun tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), terhadap Wajib Pajak dimaksud
dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jen-
deral Pajak.

Pasal 35

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapat-
kan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 21 ayat (2), namun tidak memenubhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat
{1}, Pasal 24, Pasal 33, dan/atau Pasal 34 berlaku
ketentuan sebagai berikut: 3
a. fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

dicabut;

b. fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati
yang melekat pada harta yang digunakan untuk
tujuan selain yang diberikan fasilitas atau dialih-
kan, dicabut dan ditambahkan pada penghasilan
kena pajak dalam tahun pajak dilakukannya pen-
galihan harta;

c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/
atau

d. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasi-
lan.

Bagian Ketiga
Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pasal 36

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK
untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Per-
tambahan Nilai harus menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar dengan melampirkan surat kuasa pemberi-
an wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
dapat membuka seluruh rekening perbankan terkait
dengan usaha di KEK.

Pasal 37
{1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pa-
jak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

tidak dipungut wajib menyampaikan laporan ke-

pada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kan-
tor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. laporan arus barang jadi yang dilakukan waijib
pajak yang berkaitan dengan usaha di KEK;
laporan arus uang;
laporan arus utang per kreditur;
laparan rincian aktiva tetap;
laporan arus piutang per debitur; dan
laporan realisasi produksi selama masa fasili-

0o 0o T

tas. '

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan setiap triwulan paling lama
tanggal 15 {lima belas) bulan berikutnya setelah
berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.

Busingss Hews 8877/27-7-2016

43




m

{2}

(3)

(1)

(2)

{3)

(4)

(5)
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Pasal 38
Atas penyerahan properti/hunian di KEK pariwisa-
ta diberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyera-
han properti/hunian di KEK sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib membuat faktur pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus diberikan cap atau keterangan yang
rrienyatakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dibebaskan.

Pasal 39

Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang

bawaan oleh orang pribadi pemegang paspor luar |

negeri dari toko retail di KEK pariwisata dapat
dikembalikan.

Orang pribadi pemegang paspor luar negeri seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1} adalah orang

pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan
oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan
permanent residence of Indonesia, yang ting-
gal atau berada di Indonesia tidak lebih dari
2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya;
dan/atau

b. bukan kru dari maskapai penerbangan.

Barang bawaan sebagai dimaksud pada ayat {1)

adalah barang kena pajak yang dibeli dari toko

retail di KEK pariwisata dan dibawa keluar daerah
pabean oleh yang bersangkutan dengan menggu-
nakan moda transportasi pesawat udara, rrtelalui

bandar udara. L

Toko retail di KEK pariwisata sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) adalah toko yang menjual

barang kena pajak di dalam daerah pabean di

KEK pariwisata dan didaftarkan oleh peﬁgusaha

kena pajak toko retail untuk berpartisipasi dalam

skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ke-
pada orang pribadi.

Pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali

Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang

pribadi pemegang paspor luar negeri diberikan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-un- |
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(1

(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

(7)

dangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat

Fasilitas Dan Perlakuan Bea Masuk, PDRI, Dan Cukai

Paragraf Pertama
Pembebasan Bea Masuk
Pasal 40 -
Impor Barang Modal yang dilakukan oleh Badan
Usaha dalam rangka Pembangunan atau Pengem-
bangan KEK diberikan fasilitas pembebasan bea
masuk dan tidak dipungut PDRI.
Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk jangka waktu pengimporan paling lama 3
(tiga) tahun sejak berlakunya keputusan pembe-
basan bea masuk dan PDRI.
Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas
pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Administrator KEK.
Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan Barang Modal digunakan di
KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh
Badan Usaha yang bersangkutan.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dipenuhi, Badan Usaha wa-
jib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai
sanksi administrasi sesuru ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan
perpajakan. :

Badan Usaha dikecualikan dari kewajiban mem-

bayar bea masuk dan PD Rl serta sanksi adminis-

trasi sebagaimana dimaksud pada ayat {5) dalam.

hal:

a. Barang Modal mengalami rusak berat dan ti-
dak dapat dipakai lagi akibat force majeur;
atau

b. Barang Modal diekspor.

Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dapat dipindahtangankan kepada perusahaan

lain, dengan ketentuan:

a. Badan Usaha wajib membayar béa masuk dan
PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtan-
ganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun se-
jak diimpor dan Pembangunan atau Pengem-
bangan proyek telah selesai;




——

(8)

(1)

(2)

(3)

(4}

PENGUMUMA

b. Badan Usaha wajib membayar:

1. bea masuk yang terutang dan bunga sebe-
sar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
dan

2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai per-
aturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, dalam hal pemindahtanganan
dilakukan sebelum 4 {empat) tahun sejak
diimpor dan Pembangunan atau Pengem-
bangan proyek belum selesai;

c. Badan Usaha tidak wajib membayar bea ma-
suk dan PDRI yang terutang, dalam hal pe-
mindahtanganan dilakukan setelah 4 (erripat)
tahun sejak diimpor. :

d. Badan Usaha tidak wajib membayar bea ma-
suk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemin-
dahtanganan dilakukan kepada perusahaan
penerima fasilitas pembebasan bea masuk
dan tidak dipungut PDRI.

Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat {7) dilakukan dengan me-

nyampaikan pemberitahuan kepada Administra-

‘tor KEK.

Pasal 41
Pelaku Usaha di KEK yang telah memenuhi per-
syaratan sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 2
ayat {4) huruf a dan Pasal 2 ayat (4) huruf b,
diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan ti-
dak dipungut PDRI atas impor: J
a. Barang Modal; dan/atau
b. barang dan bahan,
dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan
industri. . ‘
Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk jangka waktu pengimporan paling lama 2
(dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembe-
basan bea masuk.
Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas
pembebaéén bea masuk dan tidak dipungut PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
oleh Administrator KEK.
Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
denga‘h ketentuan Barang Modal, barang, dan/

(5}

(6)

(7)

(8

atau bahan digunakan di KEK sesuai dengan tu-

juan pemasukannya oleh Pelaku Usaha yang ber-

sangkutan.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pelaku Usaha wa-

jib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai
sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Pelaku Usaha dikecualikan dari kewajiban mem-

bayar bea masuk dan PDRI serta sanksi adminis®

trasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam
hal:

a. Barang Modal, barang, dan/atau bahan men-
galami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi
akibat force majeur, atau .

b. Barang Modal, barang, dan/atau bahan diek-
spor.

Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat dipindahtangankan kepada pe-

rusahaan lain, dengan ketentuan: |

a. Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan

PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtan-.

ganan dilakukan sebeluril 4 (empat) tahun se-
jak diimpor dan Pembangunan atau Pengem-
bangan proyek telah selesai; 7

b. Pelaku Usaha wajib membayar

1. bea masuk yang terutang dan bunga sebe-
sar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
dan

2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai per-
aturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, dalam hal pemindahtanganan
dilakukan sebelum 4 {empat) tahun sejak
diirﬁpor dan Pembangunan atau Pengem-
bangan proyek belum selesai;

¢. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea ma-
suk dan PDRI yang terutang, dalam hal pe-
mindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat)
tahun sejak diimpor;

d. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea ma-
suk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemin-
dahtanganan dilakukan kepada perusahaan
penerima fasilitas pembebasan bea masuk
dan tidak dipungut PDRI.

Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat {7) dilakukan dengan me-
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(2)

{3)

{4)
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tuk surat keterangan mengenai nilai kandungan
lokal.

Pasal 47
Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang
diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri
dapat diberlakukan pada saat pemasukan ke KEK.
Penggunaan Surat Keterangan Asal {SKA) seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat diber-
lakukan pada saat pemasukan ke Tempat Pen-
imbunan Berikat, dan atas barang dimaksud
diberlakukan tarif bea masuk sesuai skema pada
preferential tariff dimaksud pada saat dikeluarkan
dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain
dalam daerah pabean.
Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Beri-
kat ke tempat tain dalam daerah pabean sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2}, dapat dilakukan secara
parsial dengan menggunakan pemotongan kuota.
Direktorat Jenderal Bea clan Cukai dapat melaku-
kan pengujian atas validitas penerbitan Surat Ket-
erangan Asal (SKA).

Pasal 48
Tata cara '‘pengeluaran barang dari Pelaku

Usaha di KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Di-
rektur Jenderal Bea dan Cukai.

(1)

(2)

(3)

(4)

- - Pasal 49
Pelaku Usaha di KEK dapat memberikan peker-
jaan subkontrak atas sebagian kegiatan pengolar
han kepada:
Pelaku U saha di KEK;
Pelaku Usaha di KEK lainnya;
Tempat Penimbunan Berikat;
perusahaan industri di TLDDP; dan/atau
perusahaan lain di luar Daerah Pabean.
Pelaku Usaha di KEK dapat menenma pekerjaan
subkontrak kegiatan pengolahan dari Pelaku
Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK lainnya, Tem-
pat Penimbunan Berikat, dan/atau perusahaan in-
dustri di TLDDP.
Pemberian pekerjaan subkontrak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada se-
luruh kegiatan produksi dalam hal terdapat kele-
bihan kapasitas produksi.
Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana

® a0 oo

(5}

(6}

(7)

(8)

nm

dimaksud pada ayat (1), beriaku ketentuan seb-

agai berikut:

a. Pelaku Usaha dapat meminjamkan mesin
produksi dan cetakan {(moulding) kepada pe-
nerima subkontrak; dan/atau

b. penerima pekerjaan subkontrak dapat menam-

bahkan barang untuk kepentingan pengerjaan

subkontrak.

Pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan sub-

kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf b, huruf ¢, dan huruf d, menggunakan cio-

kumen pemberitahuan pabean. :

Penambahan barang pada saat pengerjaan sub-

kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf b, huruf ¢, dan huruf d, wajib diberitahu-

kan dengan dokumen pemberitahuan pabean dan
dapat dipérhitungkan sebagai tingkat kandungan
dalam negeri.

Dalam hal barang yang disubkontrakkan tidak di-

masukkan kembali ke lokasi Pelaku Usaha di KEK,

Pelaku Usaha di KEK wajib: '

a. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;

b. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas barang kena pajak yang
pada saat pemasukkannya ke KEK tidak di-
pungut;

c. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pa-
jak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah;

d. membuat faktur pajak sesuai peraturan
perundang undangan di bidang perpajakan;
dan

e. dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan
yang berlaku. ;

Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke

dan dari KEK untuk tujuan subkontrak diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai. i

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab
Pasal 50
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat {1) bertanggung jawab atas bea masuk,
cukai, dan/atau PDR} yang terutang atas barang
impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepa-
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(2)

(3)

{1}

{2)

(3)

(4)

beanan, dan/atau cukai yang berada atau seharus-

nya berada di lokasi Pelaku Usaha yang bersang-

kutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pas-

al 42 ayat (1) bertanggung jawab terhadap cukai

dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertam-

bahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Me-

wah yang terutang atas barang asal tempat lain

dalam Daerah Pabean yang berada atau seharus-

nya berada di lokasi Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pas-

al 42 ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat

{2), dalam hal barang impor yang mendapat fasili-

tas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai:

a. musnah tanpa sengaja;

b. diekspor dan/atau diekspor kembali;

¢. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan
kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;

d. dikeluarkan ke Pelaku Usaha lainnya dalam
satu KEK;

e. dikeluarkan ke Pelaku Usaha pada KEK lain-
nya;
dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;

g. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat;

h. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas
vang telah mendapat izin usaha dari Badan
Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau

i. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat
bea dan cukai.

Paragraf Kelima
Ketentuan Larangan Dan Pembatasan
Pasal 51

Ketentuan larangan impor dan ekspor ke KEK ber-
laku sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan di bidang larangan impor dan ekspaor.
Pemasukan barang impor ke KEK belum diber-
lakukan ketentuan pembatasan di bidang impor,
kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK
ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku ke-
tentuan pembatasan di bidang impor, kecuali su-
dah dipenuhi pada saat pemasukannya.
Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(5)

(6)

ke:
a. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK; clan
b. perusahaan penerima fasilitas pembebasan
dan pengembalian di luar KEK, belum diber-
lakukan ketentuan pembatasan di bidang im-
por, kecuali ditentukan lain berdasarkan per-
aturan perundang-undangan.
Terhadap barang yang terkena ketentuan laran-
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan pengecualian dan/atau kemudahan ses-
uai dengan peraturan perundang-undangan.
Barang vang terkena ketentuan pembatasan im-
por dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/
atau kemudahan.

Paragraf Keenam
Kewajiban
Pasal 52 .
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1) wajib:

a.

memasang tanda nama perusahaan serta nomaor
dan tanggal izin sebagai Pelaku Usaha pada tem-
pat yang dapat diliha dengan jelas oleh umum;
menyediakan sarana dah prasarana untuk peny-
elenggaraan pertukaran data secara elektronik
untuk Pelaku Usaha yang diawasi oleh Kantor Pa-
bean yang menerapkan sistem Pertukaran Data
Elektronik (PDE};

mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan
Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelo-
laan barang pada Pelaku Usaha;

melakukan pencatatan secara realtime dan online
pada Sistem Inforrriasi Persediaan Berbasis Kom-
puter (IT Inventory) atas pemasukan dan penge-
luaran barang dari dan ke Pelaku Usaha;
memasang Closed Circuit Television (CCTV)
yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara real-
time dan online serta memiliki data rekaman pal-
ing singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat
memberikan gambaran mengenai pemasukan dan
pengeluaran barang;

memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang dit-
imbun berupa Barang Kena Cukai (BKC);
melakukan pencacahan {stock cpname} terhadap
barang barang yang ditimbun di Pelaku Usaha,
bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kan-
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tor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1
(satu) kali pencacahan (stock opname) dalam ku-
run waktu 1 (satu) tahun;

menyimpan dan menatausahakan barang yang
ditimbun di dalam Pelaku Usaha secara tertib,
yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah
pemasukan, dan pengeluaran sediaan barang se-
cara sistematis secara elektronik, serta posisinya
apabila dilakukan pencacahan (stock opname);
menyimpan dan memelihara dengan baik buku
dan catatan serta dokumen yang berkaitan den-
gan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun;

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-
prinsip.akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
mengajukan perubahan (update) data dalam hal
terdapat data yang berubah terkait perizinan
Pelaku Usaha;

memberikan akses terhadap data dan dokumen
seluruh kegiatan Pelaku Usaha yang dibutuhkan
dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktor-
at Jenderal Bea dan Cukai; dan

menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan Pelaku Usaha apabila dilakukan audit
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf Ketujuh

Monitoring, Evaluasi, Audit Kepabeanan Dan Sanksi

{1

(2)

(3

{4)

Pasal 53

Berdasarkan manajemen risika, terhadap Pelaku
Usaha dapat dilakukan:
a. monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/

atau cukai;
b. audit kepabeanan dan/atau cukai;
¢. audit perpajakan; dan/atau
d. pemeriksaan sewaktu-waktu.
Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dilakukan terha-
dap pemanfaatan atas pemberian fasilitas kepa-
beanan dan/atau cukai dan fasilitas perpajakan
oleh Pelaku Usaha.
Kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) buruf b dilakukan dengan menguj
tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan
perundang undangan di bidang kepabeanan.
Kegiatan audit perpajakan- dan pemeriksaan
sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada

(5)

(6}

ayat (1} huruf ¢ dan huruf d difakukan dengan
menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha ter-
hadap peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat memanfaatkan informasi
yang diperoleh dari IT Inventory Pelaku Usaha.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat
Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap
kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang
berada dalam pengawasannya sesuai dengan ke-
wenangan masing-masing.

Pasal 54
Dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepu-

luh) tahun sekali, Menteri Keuangan melakukan eval-
uasi atas pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan,
dan cukai di KEK dengan mempertimbangkan perkem-
bangan perekonomian kawasan,

{(n

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 55

Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran keten-
tuan kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan
dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari |
KEK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus
melakukan penelitian secara mendatam,

Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan
perpajakan atas pemasukan dan/atau pengeluaran
barang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal
Pajak harus melakukan penelitian secara mendalam.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
ditemukan pelanggaran yang bersifat administra-
tif, pelanggaran dimaksud harus segera ditinda-
klajuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditemukan bukti permulaan yang cukup tetah
terjadi tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/
atau perpajakan, bukti permulaan tersebut harus
segera ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai
peraturan perundang-undangan. :
Dalam hal Pelaku Usaha terbukti melakukan tln-
dak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/
atau perpajakan yang telah mempunyai kekua-
tan hukum tetap dan orang tersebut merupakan
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warga negara asing, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak me-
nyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang
berwenang menangani bidang keimigrasian untuk
ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan.

Pasal 56
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama
Menteri Keuangan dapat membekukan dan/atau
mencabut fasilitas penangguhan bea masuk kepada
Pelaku Usaha dalam hal Pelaku Usaha memenuhi kri-
teria pembekuan dan/atau pencabutan dalam Undang-
Undang Kepabeanan. ‘

Bagian'KeIima
Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai
Di‘KEK Pariwisata
Pasal 57
(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas kepa-
beanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata adalah
pelaku usaha di bidang:
perhatelan;
restoran dan/atau rumah makan;
pusat perbelanjaan;
pusat hiburan dan rekreasi;
 pusat edukasi;
pusat dan sarana olahraga;
pusat kesehatan; dan/atau
kegiatan-kegiatan lain yang mendukung KEK

Te S o 00 o e

Pariwisata.

{2} Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pari-
wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
berikan dalam bentuk:

a. pembebasan bea masuk atas pemasukan Ba-
rang Modal dari luar Daerah Pabean;

b. PDRI tidak dipungut atas pemasukan Barang
Modal dari luar Daerah Pabean; dan/atau

c. pembebasan cukai, sepanjang barang terse-
but merupakan bahan baku atau bahan pe-
nolong dalam pembuatan barang hasil akhir
yang bukan merupakan barang kena cukai;

{3) Jenis dan jumlah Barang Modal yang mendapat
fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Adminis-
trator KEK.

BAB IH

___PENGUMUMAN/PERAT
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NTAH
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
terhadap Wajib Pajak yang berada di KEK dan telah

diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

-

1. fasilitas Pajak Penghasitan untuk penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau
di daerah-daerah tertentu;

2. fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan badan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabut-

nya pemberian fasilitas Pajak Penghasitari dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30
{tiga puluh} hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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